








8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, syarat maksimal selisih suara

sebesar 2% (dua persen) yang harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi

oleh Pemohon pada tahap pembuktian adalah sebagai berikut:

No Nama Pasangan 

Calon 

1. Dr. Erzaldi Rosman, 

S.E., M.M. dan

Yuri Kemal 

Fadlullah, S.H., M.H. 

2. Hidayat Arsani, 

dan Hellyana 

Jumlah 

Batas Selisih Suara 

= 2% x total suara sah 

= 2% X 590.139 

= 11.803 suara 

S.E. 

Perolehan Perolehan 

Suara Persentase 

290.548 
49,2% 

299.591 
50,8% 

590.139 100% 

Perhitungan Selisih Suara Antar Pasangan Calon 

Selisih suara Pasion 01 dan Pasion 02 = 9.043 Suara 

. 9. Bahwa oleh karena selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 

Urut 02 sebesar 9.043 (sembilan ribu empat puluh tiga) suara, maka 

selisih suara Pemohon dengan pasangan Calon peraih suara terbanyak 

masih di bawah ambang batas selisih 2% (dua persen) atau setara 

dengan 11.803 (sebelas ribu delapan ratus tiga) Suara yang ditentukan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon memiliki 

bukti-bukti bahwa selisih suara yang terpaut tipis antara 

Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yakni sekitar 

1.53% (satu koma lima puluh tiga persen) atau setara dengan 

9.043 (sembilan ribu empat puluh tiga) suara tersebut 

terindikasi diperoleh dari praktik pelanggaran administrasi 

pemilihan yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh 

Termohon sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon, 

oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 

mengajukan Permohonan a quo.
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III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

10. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024,

yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP

Provinsi/Kabupaten/Kota.

11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

tertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan oleh KPU Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 7 Desember 2024 pukul 01.38

WIB. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo. Pasal 7

ayat (2) Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, ketentuan paling lambat 3

(tiga) hari kerja tersebut jatuh pada hari Rabu tanggal 11 Desember

2024, pukul 23.59 WIB.

12. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Pukul

22.18 WIB sebagaimana tercatat dalam e-AP3 sehingga permohonan

Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan

permohonan. Selanjutnya Permohonan Pemohon diperbaiki dan

dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 yang

telah Pemohon terima pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Pukul

23.07 WIB. Pemohon telah menyerahkan Perbaikan Permohonan pada

hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 sehingga Perbaikan Permohonan

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Perbaikan

Permohonan.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,

Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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IV. POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa Pemohon keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Termohon yang tertuang dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 tertanggal 7

Desember 2024 yang diumumkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung pada tanggal 7 Desember 2024 karena terdapatnya praktik

pelanggaran dan/atau kecurangan yang merugikan perolehan

suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan

perolehan suara Pasangan Ca/on Lain.

15. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud pada uraian

angka 14 sebelumnya telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu agar

ditindaklanjuti, sebagaimana uraian Laporan berikut:

1) Bawaslu Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 30 November 2024

yang diajukan oleh Muhammad Irham sebagaimana telah diregister

dalam Tanda Teri ma Perbaikan La po ran Nomor: 

02/PL/PG/Prov/09.00/XI/2024 tanggal 30 November 2024 

("Laporan ke Bawaslu Provinsi Bangka Belitung tertanggal 

30 November 2024"); 

2) Bawaslu Kabupaten Bangka pada tanggal 03 Desember 2024 dan

diterima pada tanggal 04 Desember 2024 ("Laporan ke Bawaslu

Kabupaten Bangka tertanggal 03 Desember 2024");

3) Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 04 Desember

2024 yang diajukan oleh Amri R sebagaimana telah diregister dalam

Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 04 Desember 2024

("Laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan

tertanggal 04 Desember 2024");

4) Bawaslu Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 5 Desember 2024

yang diajukan oleh Ujang Adhari sebagaimana telah di register dalam

Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 0l/PL/PG/Kab/09.02/IX/2024

("Laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tertanggal

05 Desember 2024");

5) Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah pada 6 Desember 2024 yang

diajukan oleh Abtar melalui Formulir Laporan Nomor: 

01/PL/PG/Kob/09.05/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 

("Laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Tengan 

tertanggal 06 Desember 2024"); 
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6) Bawaslu Kata Pangkalpinang pada tanggal 06 Desember 2024 yang

diajukan oleh Muhammad Iqbal sebagaimana telah diregister dalam

Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

008/PL/PG/Kota/09.0l/XII/2024 ("Laporan ke Bawaslu Kota

Pangkalpinang tertanggal 06 Desember 2024")

16. Bahwa selanjutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan oleh KPU

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 7 Desember 2024 yang

ditetapkan oleh Termohon telah menetapkan perolehan suara masing­

masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nomor Nama Pasangan Calon Perolehan 

Urut Suara 

01 Dr. Erzaldi Rosman, S.E., M.M. 290.548 

dan 

Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H. 

02 Hidayat Arsani, S.E. dan Hellyana 299.591 

17. Bahwa adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi telah

membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara

yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan

merugikan perolehan suara sah Pemohon, karena suara Pemohon justru

hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 290.548

(dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh delapan) suara.

Pelanggaran dan kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada

perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mengungguli

perolehan suara Pemohon sebesar 299.591 (dua ratus sembilan puluh

sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu) suara.

18. Bahwa sebagaimana kita telah memakluminya, secara normatif atas

pelanggaran dan kecurangan tertentu dan terbukti telah terjadi memiliki

konsekuensi wajib dilakukan pemungutan suara ulang. Hal mana sesuai

dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang dapat

dilakukan apabila terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan-keadaan

berikut:
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a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan

perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus,

menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada

surat suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah

digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak

sah;

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari

satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

dan/atau

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai

Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada

TPS.

Dari penegasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 sebagaimana tersebut di atas, sepatutnya dapat dipahami bersama 

bahwa dalam kejadian-kejadian tersebut bilamana terbukti terjadi 

(terlepas dari kuantitasnya), maka wajib untuk dilakukan pemungutan 

suara ulang. Hal ini sangat esensial mengingat kejadian-kejadian tersebut 

berkenaan dengan suatu rangkaian prosedur yang harus dijaga 

kebenaran dan kemurniannya, tetapi terbukti telah dilanggar pada saat 

pemungutan suara di TPS tersebut. Artinya, dengan terbukti adanya 

kejadian-kejadian dimaksud (alternatif ataupun kumulatif), maka terbukti 

pula ada rangkaian prosedur yang telah terlanggar pada proses 

pemungutan suara di TPS itu yang berpengaruh terhadap kemurnian dan 

validitas keseluruhan hasil suara pada TPS dimaksud. Oleh karenanya, 

relevan untuk dilakukan pemungutan suara ulang semata-mata untuk 

mengembalikan kemurnian dan kebenaran pemungutan suara di TPS-TPS 

tersebut. 

Dalam Permohonan ini, terdapat kejadian-kejadian pelanggaran dan 

kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan telah terbukti secara 

nyata dan terang benderang sehingga menyebabkan terjadinya keadaan­

keadaan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara 

Ulang tersebut di atas. 

19. Praktik pelanggaran dan kecurangan dimaksud Pemohon temukan pada

kejadian-kejadian sebagai berikut di bawah ini:
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a. KPPS Tidak Melakukan Pengecekan Formulir Model

C.PEMBERITAHUAN-KWK dan KTP-el Kepada Pemilih

Terdaftar yang akan Memberikan Hak Pilihnya

KPPS memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk memeriksa 

Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK dan KTP-el sebagaimana 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun 

demikian, pada faktanya, terdapat banyak Pemilih yang 

menggunakan hak pilihnya di TPS tanpa menunjukan KTP-el dan 

MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sama sekali kepada KPPS, atau 

Pemilih hanya menunjukan salah satu di antara MODEL 

C.PEMBERITAHUAN-KWK atau KTP-el. Lebih-lebih, kejadian ini

dibiarkan oleh KPPS dan banyak terjadi di banyak TPS yang tersebar

di banyak Kecamatan di Kata Pangkalpinang, Kabupaten Bangka

Selatan, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan

Kabupaten Bangka Barat. Sehingga, pelanggaran dan kecurangan

ini secara jelas dan terbukti telah memenuhi keadaan sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016.

b. Adanya Pemilih yang Memberikan Hak Pilihnya di Luar TPS

Domisilinya (Berdasarkan KTP-el) Padahal Pemilih Tersebut

telah Terdaftar pada TPS lain

Pemilih sepatutnya memberikan hak pilihnya sesuai dengan TPS 

domisilinya, tetapi kemudian diperkenankan untuk berpindah 

tempat dengan syarat harus terlebih dahulu melaporkan kepada PPS 

setempat. Namun demikian, pada pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan fakta 

bahwa banyak Pemilih yang telah terdaftar di suatu DPT pada TPS 

lain, akan tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS lain tanpa 

menunjukan surat keterangan pindah tempat memilih dari PPS 

setempat, dan kejadian ini dibiarkan oleh KPPS di beberapa TPS 

yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bangka 

Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten 

Bangka Tengah, dan Kata Pangkalpinang, untuk memberikan hak 

pilih di TPS bukan domisili (KTP-el). Lebih jauh lagi, ternyata pemilih 

tersebut justru telah terdaftar di TPS lain, namun tetap saja petugas 

KPPS membiarkan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di 

TPS dimana nama yang bersangkutan tidak terdaftar. Sehingga, 

pelanggaran dan kecurangan ini secara jelas dan terbukti telah 
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memenuhi keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 

ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

c. Adanya Data Pemilih Ganda di Banyak TPS di 5 (lima)

Kabupaten/Kota.

Selain pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, pada pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

juga terjadi pelanggaran adanya pemilih ganda di banyak TPS. 

Berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon miliki, pemilih ganda ini 

membuat perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 menjadi telah 

tercemar pada TPS-TPS dimaksud. Sehingga, pelanggaran dan 

kecurangan ini secara jelas dan terbukti telah memenuhi keadaan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

d. Adanya Rekomendasi Dari Bawaslu Kabupaten Bangka

Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang Diakibatkan

Temuan Peristiwa Dugaan Pelanggaran

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten 

Bangka menerbitkan Surat Nomor 385/PM.00.02/K.BB-01/12/2024 

Hal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ("Rekomendasi 

Nomor 385/PM.00.02/K.BB-01/12/2024") yang mana pada 

intinya Bawaslu Kabupaten Bangka telah mendapatkan temuan 

adanya peristiwa dugaan pelanggaran di banyak TPS di beberapa 

Kecamatan di Kabupaten Bangka yang dianggap telah memenuhi 

unsur untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, yang akan 

semakin menunjukkan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan 

yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yang telah merugikan 

perolehan suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut 

terjadi dengan banyak pola pelanggaran. Rekomendasi tersebut 

wajib ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS 

pada Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Mendo 

Barat dengan total DPT sejumlah 16.412 dan suara sah sejumlah 

5.600. 
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e. KPPS Membuka Kotak Suara di Waktu Pemungutan Suara

Masih Berlangsung

Bahwa Saksi Pemohon untuk TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, 

Kecamatan Taman Sari, Kata Pangkalpinang bernama Eksa melihat 

KPPS di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan tersebut melakukan 

pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang 

berlangsung dengan alasan adanya kesalahan dalam memasukan 

surat suara yang seharusnya masuk ke dalam kotak suara pasangan 

calon walikota, tapi dimasukan ke kotak suara pasangan calon 

gubernur. Sehingga, pelanggaran dan kecurangan ini secara jelas 

dan terbukti telah memenuhi keadaan sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016. 

Praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2024 sebagaimana digambarkan di atas telah merugikan perolehan suara 

Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola 

pelanggaran - yang setidak-tidaknya terjadi di 5 Kabupaten/Kota dari 

total 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih 

jauh, secara rinci akan kami uraikan dalam uraian fakta dan argumentasi 

yuridis sebagaimana berikut di bawah ini: 

A. KPPS TIDAK MELAKUKAN PENGECEKAN FORMULIR MODEL

C.PEMBERITAHUAN-KWK DAN KTP-EL PEMILIH TERDAFTAR

YANG MEMBERIKAN HAK PILIHNYA

20. Bahwa pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya yakni KPPS

yang tidak melakukan pengecekan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK

dan KTP-el Pemiih terdaftar yang memberikan hak pilihnya. Sedangkan

KPPS telah ditentukan mempunyai tugas untuk melakukan pengecekan

terhadap Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan KTP-el yang dimiliki

oleh setiap Pemilih, sebagaimana dijelaskan pada Bab II Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota ("Keputusan KPU RI Nomor 1774

Tahun 2024") berikut ini:
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( 4) anggota KPPS Keempat bertempat di dekat pintu masuk TPS,

mempunyai tuqas menerima Pemilih yang akan masuk ke

dalam TPS, dengan cara: 

(a) ....

(b) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk:

i menuniukkan KTP-e/ atau Biodata Penduduk; dan 

ii menyerahkan formulir MODEL 

CPEMBERITAHUAN-KWK atau Model A-Surat Pindah 

Memilih; 

(b)anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara

Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Biodata

Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih;

(c) apabila Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, anggota

KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemi/Jh antara

formulir MODEL CPEMBERITAHUAN-KWK dengan KTP-el atau

Biodata Penduduk dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dan

nomor induk kependudukan dengan yang tercantum dalam

formulir Model A-Daftar Pemilih yang dipegang oleh KPPS, serta

memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan

Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A

Daftar Pemtlih;

21. Bahwa mengacu kepada Keputusan KPU RI di atas maka diketahui bahwa

KTP-el dan juga formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK setiap Pemilih

haruslah ditunjukkan dan dicek oleh KPPS. KPU RI juga telah menerbitkan

Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal: Penjelasan

Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

tanggal 26 November 2024 ("Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-

SD/06/2024") pada huruf A angka 3 menegaskan bahwa "J. Ketentuan

Bab II huruf B angka 3 huruf angka 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan GUbernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupatt serta Walikota dan Wakil

Walikota, mengatur bahwa Pemilih hadir di TPS menunjukkan

formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar

dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau

Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa."

22. Bahwa tugas KPPS untuk memeriksa Formulir Model C.PEMBERITAHUAN�

KWK dan KTP-el merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
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pada intinya menyebutkan apabila rekamendasi dugaan pelanggaran dari 

Bawaslu yang ditujukan kepada Termahan tidak ditindaklanjuti, maka 

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten Bangka memberikan 

sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis. 

46. Bahwa aleh karena itu jelas seharusnya Rekamendasi Bawaslu tersebut

di atas dapat ditindaklanjuti sehingga dengan tidak ditindaklanjutinya

rekamendasi tersebut, Pemahan memahankan kepada Yang Mulia Majelis

Hakim Mahkamah Kanstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara

ulang pada TPS dimaksud sebagaimana Rekomendasi Bawaslu di atas.

E. KPPS MEMBUKA KOTAK SUARA DI WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

MASIH BERLANGSUNG

47. Bahwa ketentuan membuka katak suara saat pemungutan suara masih

berlangsung diatur pada Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang

Namar 1 Tahun 2015, yang tegas menyatakan bahwa "(2) Pemungutan

suara di TPS dapat diulang Jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan

Panwas terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a.

pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan

suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan."

48. Bahwa Saksi Pemahan untuk TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan

Taman Sari, Kata Pangkalpinang bernama Eksa melihat KPPS di TPS 005

Kelurahan Kejaksaan melakukan pembukaan katak surat suara sewaktu

pemungutan suara sedang berlangsung dengan alasan adanya kesalahan

dalam memasukan surat suara yang seharusnya masuk ke dalam katak

suara pasangan calon walikata, tapi dimasukan ke katak suara pasangan

calan gubernur.

49. Bahwa Pemahan akan menghadirkan Saksi Pemahan untuk TPS 005

Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang

tersebut untuk menerangkan bahwa benar yang bersangkutan telah

menyaksikan KPPS di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman

Sari, Kata Pangkalpinang menyaksikan secara langsung KPPS di PS 005

Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kata Pangkalpinang

membuka katak suara pada saat pemungutan suara masih berlangsung

dengan alasan tidak dibenarkan oleh hukum.
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Total TPS 
Suara Suara 

No Kabupaten/Kota yang Suara Sah 
Tidak Sah Tercemar 

bermasalah 

1. Kota Pangkalpinang 99 TPS 24.392 3.895 28.287 

2. 
Kabupaten Bangka 

27 TPS 7.771 525 8.296 
Barat 

3. 
Kabupaten Bangka 

93 TPS 23.149 1.741 24.890 
Selatan 

4. Kabupaten Bangka 159 TPS 39.138 4.393 43.531 

5. 
Kabupaten Bangka 

22 TPS 6.002 717 6.719 
Tengah 

Total 400 TPS 100.452 11.271 111.723 

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon 

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung

Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024 pukul

01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat sepanjang mengenai perolehan suara pada TPS-TPS yang

tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota, 31 (tiga puluh satu) Kecamatan, dan

400 (empat ratus) TPS sebagai berikut:
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a. Kabupaten Bangka Barat

1) Kecamatan Jebus
- Desa Rukam di TPS 001

2) Kecamatan Mentok
- Desa Belo Laut di TPS 004
- Desa Keranggan di TPS 003
- Desa Sungai Daeng di TPS 005
- Desa Tanjung di TPS 003 dan TPS 004

3) Kecamatan Parit Tiga
- Desa Air Gantang di TPS 006

4) Kecamatan Simpang Teritip
- Desa Bukit Terak di TPS 001
- Desa Pangek di TPS 003

5) Kecamatan Tempilang
- Desa Air Lintang di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS

005, dan TPS 006
- Desa Benteng Kota di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS

004

Desa Tanjung Niur di TPS 005 dan TPS 006
- Desa Buyan Kelumbi di TPS 001
- Desa Tempilang di TPS 002, TPS 007, dan TPS 008
- Desa Sinar Surya di TPS 002 dan TPS 003

b. Kabupaten Bangka Tengah

1) Kecamatan Koba
- Desa Koba di TPS 001, TPS 003, TPS 004, dan TPS 008
- Desa Penyak di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS

005, dan TPS 006
- Desa Simpang Perlang di TPS 001

2) Kecamatan Lubuk Besar
- Desa Batu Beriga di TPS 003 dan TPS 005
- Desa Kulur Ilir di TPS 002
- Desa Perlang di TPS 006
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3) Kecamatan Pangkalan Baru
- Desa Padang Baru di TPS 003

4) Kecamatan Sungai Selan
- Desa Kerantai di TPS 001 dan TPS 002
- Desa Lampur di TPS 006 dan TPS 008
- Desa Sungai Selan di TPS 013
- Desa Tanjung Pura di TPS 003

c. Kabupaten Bangka Selatan

1) Kecamatan Air Gegas
- Desa Air Bara di TPS 001 dan TPS 007
- Desa Air Gegas di TPS 003, TPS 006, dan TPS 007
- Desa Bencah di TPS 002 dan TPS 008
- Desa Delas di TPS 003, TPS 004, TPS 005, dan TPS 006
- Desa Nangka di TPS 005
- Desa Nyelanding di TPS 005, TPS 006, dan TPS 008

2) Kecamatan Kepulauan Pongok
- Desa Pongok di TPS 002

3) Kecamatan Lepar
- Desa Kumbung di TPS 002
- Desa Tanjung Sangkar di TPS 002
- Desa Tanjung Labu di TPS 001 dan TPS 002

4) Kecamatan Payung
- Desa Malik di TPS 002
- Desa Pangka Buluh di TPS 002
- Desa Payung di TPS 004
- Desa Ranggung di TPS 002, TPS 003, dan TPS 004

5) Kecamatan Pulau Besar
- Desa Batu Betumpang di TPS 003
- Desa Fajar Indah di TPS 004

6) Kecamatan Simpang Rimba
- Desa Bangka Kota di TPS 004
- Desa Gudang di TPS 003
- Desa Jelutung II di TPS 002
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- Desa Permis di TPS 007
- Desa Rajik di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 007

7) Kecamatan Toboali
- Desa Bikang di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003

Desa Gadung di TPS 005, TPS 009, dan TPS 011

Desa Jenji di TPS 001, TPS 003, dan TPS 004

Desa Kaposang di TPS 001, TPS 005, TPS 006, dan TPS 007

Desa Kepoh di TPS 003 dan TPS 004

Desa Rias di TPS 005, TPS 008, TPS 009, dan TPS 010

Desa Rindik di TPS 001 dan TPS 002
- Desa Serdang di TPS 001, TPS 002, TPS 004, dan TPS 005
- Desa Tanjung Ketapang di TPS 007, TPS 011, TPS 012, TPS

014, dan TPS 015
- Desa Teladan di TPS 001, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS

007, TPS 009, TPS 010, TPS 014, TPS 016, TPS 017, TPS

018, dan TPS 019
- Desa Toboali di TPS 002, TPS 004, TPS 008, TPS 009, TPS

014, TPS 016, dan TPS 018
- Desa Sadai di TPS 002

Desa Bukit Terap di TPS 002 dan TPS 004
- Desa Pasir Putih di TPS 003 dan TPS 006
- Desa Tiram di TPS 003

d. Kabupaten Bangka

1) Kecamatan Bakam
- Desa Bakam di TPS 002
- Desa Bukit Layang di TPS 001, TPS 005, dan TPS 006
- Desa Dalil di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003
- Desa Mabat di TPS 003
- Desa Neknang di TPS 002
- Desa Tiang Tara di TPS 002

2) Kecamatan Belinyu
- Desa Air Jukung di TPS 001 dan TPS 003
- Desa Bintet di TPS 001
- Desa Gunung Pelawan di TPS 002
- Desa Riding Panjang di TPS 001 dan TPS 004
- Desa Lumut di TPS 002 dan TPS 003
- Desa Belinyu di TPS 001 dan TPS 006
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- Desa Kuto Panji di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS

005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 010
- Desa Mantung di TPS 002

3) Kecamatan Mendo Barat
- Desa Air Buluh di TPS 002
- Desa Air Labuh Pandan di TPS 002
- Desa Paya Benua di TPS 001
- Desa Penagan di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan

TPS 007
- Desa Zed di TPS 002
- Desa Air Duren di TPS 002
- Desa Cengkong Abang di TPS 001 dan TPS 002
- Desa Kace di TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007,

TPS 008, TPS 009, dan TPS 010
- Desa Kace Timur di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004
- Desa Kota Kapur di TPS 001 dan TPS 002
- Desa Petaling di TPS 001 dan TPS 005
- Desa Petaling Banjar di TPS 001 dan TPS 003

4) Kecamatan Merawang
- Desa Air Anyir di TPS 001
- Desa Balun Ijuk di TPS 001, TPS 002, dan TPS 007
- Desa Batu Rusa di TPS 002

Desa Jada Bahrin di TPS 002
- Desa Jurung di TPS 002 dan TPS 003
- Desa Kimak di TPS 001, TPS 003, dan TPS 004
- Desa Merawang di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003
- Desa Riding Panjang di TPS 001, TPS 003, dan TPS 004

5) Kecamatan Pemali
- Desa Air Duren di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004
- Desa Air Ruai di TPS 001, TPS 003, TPS 006, TPS 007, TPS

008, TPS 009, dan TPS 010
- Desa Pemali di TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006,

dan TPS 007
- Desa Penyamun di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS

005, dan TPS 006
- Desa Karya Makmur di TPS 004 dan TPS 008

6) Kecamatan Puding Besar
- Desa Sempan di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004
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- Kelurahan Air Salemba di TPS 001 dan TPS 006
- Kelurahan Gabek Satu di TPS 005 dan TPS 006
- Kelurahan Jerambah Gantung di TPS 002, TPS 005, TPS 006,

TPS 007, dan TPS 008
- Kelurahan Selindung di TPS 001, TPS 002, TPS 004, TPS 005,

TPS 006, dan TPS 008
- Kelurahan Selindung Baru di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS

007, dan TPS 008

3) Kecamatan Gerunggang
- Kelurahan Bukit Merapen di TPS 001, TPS 003, TPS 007, TPS

011, TPS 012, dan TPS 013
- Kelurahan Bukit Sari di TPS 004, dan TPS 005
- Kelurahan Kacang Pedang di TPS 001, TPS 002, TPS 005, TPS

006, dan TPS 007
- Kelurahan Tua Tunu Indah di TPS 002, TPS 006, TPS 007, TPS

008, TPS 010, TPS 011, TPS 012, dan TPS 015
- Kelurahan Air Kepala Tujuh di TPS 006 dan TPS 009

4) Kecamatan Girimaya
- Kelurahan Batu Intan di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS

004
- Kelurahan Bukit Besar di TPS 001, TPS 002, dan TPS 005
- Kelurahan Semabung Baru di TPS 001, TPS 003, dan TPS 006
- Kelurahan Sriwijaya di TPS 005

5) Kecamatan Pangkal Balam
- Kelurahan Ampui di TPS 001, TPS 002, dan TPS 005
- Kelurahan Ketapang di TPS 001, TPS 002, TPS 004, dan TPS

006
- Kelurahan Lontong Pancur di TPS 002, TPS 003, dan TPS 008
- Kelurahan Pasir Garam di TPS 002, TPS 003, dan TPS 008
- Kelurahan Rejosari di TPS 001, TPS 002, dan TPS 005

6) Kecamatan Rangkui
- Kelurahan Asam di TPS 004

Kelurahan Bintang di TPS 002 dan TPS 004

Kelurahan Gajah Mada di TPS 001 dan TPS 003

Kelurahan Keramat di TPS 008 dan TPS 011

Kelurahan Melintang di TPS 002

Kelurahan Pintu Air di TPS 005 dan TPS 006
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7) Kecamatan Taman Sari
- Kelurahan Rawa Bangun di TPS 004
- Kelurahan Kejaksaan di TPS 005 dan TPS 009

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang

pada TPS-TPS yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota, 31 (tiga puluh

satu) Kecamatan, dan 400 (empat ratus) TPS sebagai berikut:

a. Kabupaten Bangka Barat

1) Kecamatan Jebus
- Desa Rukam di TPS 001

2) Kecamatan Mentok
- Desa Belo Laut di TPS 004
- Desa Keranggan di TPS 003
- Desa Sungai Daeng di TPS 005
- Desa Tanjung di TPS 003 dan TPS 004

3) Kecamatan Parit Tiga
- Desa Air Gantang di TPS 006

4) Kecamatan Simpang Teritip
- Desa Bukit Terak di TPS 001
- Desa Pangek di TPS 003

5) Kecamatan Tempilang
- Desa Air Lintang di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS

005, dan TPS 006
- Desa Benteng Kota di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS

004
- Desa Tanjung Niur di TPS 005 dan TPS 006
- Desa Buyan Kelumbi di TPS 001
- Desa Tempilang di TPS 002, TPS 007, dan TPS 008
- Desa Sinar Surya di TPS 002 dan TPS 003

b. Kabupaten Bangka Tengah

1) Kecamatan Koba
- Desa Koba di TPS 001, TPS 003, TPS 004, dan TPS 008
- Desa Penyak di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS

005, dan TPS 006
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- Desa Simpang Perlang di TPS 001

2) Kecamatan Lubuk Besar
- Desa Batu Beriga di TPS 003 dan TPS 005
- Desa Kulur Ilir di TPS 002
- Desa Perlang di TPS 006

3) Kecamatan Pangkalan Baru
- Desa Padang Baru di TPS 003

4) Kecamatan Sungai Selan
- Desa Kerantai di TPS 001 dan TPS 002
- Desa Lampur di TPS 006 dan TPS 008
- Desa Sungai Selan di TPS 013
- Desa Tanjung Pura di TPS 003

c. Kabupaten Bangka Selatan

1) Kecamatan Air Gegas
- Desa Air Bara di TPS 001 dan TPS 007
- Desa Air Gegas di TPS 003, TPS 006, dan TPS 007
- Desa Bencah di TPS 002 dan TPS 008
- Desa Delas di TPS 003, TPS 004, TPS 005, dan TPS 006
- Desa Nangka di TPS 005
- Desa Nyelanding di TPS 005, TPS 006, dan TPS 008

2) Kecamatan Kepulauan Pongok
- Desa Pongok di TPS 002

3) Kecamatan Lepar
- Desa Kumbung di TPS 002
- Desa Tanjung Sangkar di TPS 002
- Desa Tanjung Labu di TPS 001 dan TPS 002

4) Kecamatan Payung
- Desa Malik di TPS 002
- Desa Pangka Buluh di TPS 002
- Desa Payung di TPS 004
- Desa Ranggung di TPS 002, TPS 003, dan TPS 004

5) Kecamatan Pulau Besar
- Desa Batu Betumpang di TPS 003
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- Desa Fajar Indah di TPS 004

6) Kecamatan Simpang Rimba
- Desa Bangka Kata di TPS 004
- Desa Gudang di TPS 003
- Desa Jelutung II di TPS 002
- Desa Permis di TPS 007
- Desa Rajik di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 007

7) Kecamatan Toboali
- Desa Bikang di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003

Desa Gadung di TPS 005, TPS 009, dan TPS 011

Desa Jenji di TPS 001, TPS 003, dan TPS 004

Desa Kaposang di TPS 001, TPS 005, TPS 006, dan TPS 007

Desa Kepoh di TPS 003 dan TPS 004

Desa Rias di TPS 005, TPS 008, TPS 009, dan TPS 010

Desa Rindik di TPS 001 dan TPS 002

Desa Serdang di TPS 001, TPS 002, TPS 004, dan TPS 005

Desa Tanjung Ketapang di TPS 007, TPS 011, TPS 012, TPS

014, dan TPS 015

Desa Teladan di TPS 001, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS

007, TPS 009, TPS 010, TPS 014, TPS 016, TPS 017, TPS

018, dan TPS 019
- Desa Toboali di TPS 002, TPS 004, TPS 008, TPS 009, TPS

014, TPS 016, dan TPS 018
- Desa Sadai di TPS 002
- Desa Bukit Terap di TPS 002 dan TPS 004
- Desa Pasir Putih di TPS 003 dan TPS 006
- Desa Tiram di TPS 003

d. Kabupaten Bangka

1) Kecamatan Bakam
- Desa Bakam di TPS 002
- Desa Bukit Layang di TPS 001, TPS 005, dan TPS 006
- Desa Dalil di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003
- Desa Mabat di TPS 003
- Desa Neknang di TPS 002
- Desa Tiang Tara di TPS 002

2) Kecamatan Belinyu
- Desa Air Jukung di TPS 001 dan TPS 003
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- Desa Bintet di TPS 001
- Desa Gunung Pelawan di TPS 002
- Desa Riding Panjang di TPS 001 dan TPS 004
- Desa Lumut di TPS 002 dan TPS 003
- Desa Belinyu di TPS 001 dan TPS 006
- Desa Kuto Panji di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS

005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 010
- Desa Mantung di TPS 002

3) Kecamatan Mendo Barat
- Desa Air Buluh di TPS 002
- Desa Air Labuh Pandan di TPS 002
- Desa Paya Benua di TPS 001
- Desa Penagan di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan

TPS 007
- Desa Zed di TPS 002
- Desa Air Duren di TPS 002
- Desa Cengkong Abang di TPS 001 dan TPS 002
- Desa Kace di TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007,

TPS 008, TPS 009, dan TPS 010
- Desa Kace Timur di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004
- Desa Kota Kapur di TPS 001 dan TPS 002
- Desa Petaling di TPS 001 dan TPS 005
- Desa Petaling Banjar di TPS 001 dan TPS 003

4) Kecamatan Merawang
- Desa Air Anyir di TPS 001
- Desa Balun Ijuk di TPS 001, TPS 002, dan TPS 007
- Desa Batu Rusa di TPS 002
- Desa Jada Bahrin di TPS 002
- Desa Jurung di TPS 002 dan TPS 003
- Desa Kimak di TPS 001, TPS 003, dan TPS 004
- Desa Merawang di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003
- Desa Riding Panjang di TPS 001, TPS 003, dan TPS 004

5) Kecamatan Pemali
- Desa Air Duren di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004
- Desa Air Ruai di TPS 001, TPS 003, TPS 006, TPS 007, TPS

008, TPS 009, dan TPS 010
- Desa Pemali di TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006,

dan TPS 007

111 



- Desa Penyamun di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS

005, dan TPS 006
- Desa Karya Makmur di TPS 004 dan TPS 008

6) Kecamatan Puding Besar
- Desa Sempan di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004
- Desa Labu di TPS 003
- Desa Puding Besar di TPS 003, TPS 004, TPS 006, dan TPS 007
- Desa Nibung di TPS 002
- Desa Saing di TPS 002
- Desa Tanah Bawah di TPS 002 dan TPS 003

7) Kecamatan Riau Silip
- Desa Banyu Asin di TPS 001

Desa Deniang di TPS 002 dan TPS 005

Desa Berbura di TPS 002

Desa Silip di TPS 002

Desa Mapur di TPS 005

Desa Pugul di TPS 001 dan TPS 004

8) Kecamatan Sungailiat
- Desa Kenanga di TPS 002, TPS 006, TPS 007, dan TPS 008
- Desa Rebu di TPS 003
- Desa Bukit Betung di TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010,

dan TPS 011
- Desa Jelitik di TPS 005
- Desa Lubuk Kelik di TPS 003
- Desa Matras di TPS 002 dan TPS 006
- Desa Parit Padang di TPS 002, TPS 005, TPS 007, dan TPS 009
- Desa Sinar Baru TPS 001 dan TPS 002
- Desa Sinar Jaya Jelutung di TPS 008 dan TPS 009
- Desa Sri Menanti di TPS 002, TPS 005, dan TPS 008
- Desa Sungailiat di TPS 001, TPS 002, TPS 005, TPS 009, TPS

011, TPS 015, TPS 018, TPS 020, TPS 021, dan TPS 023
- Desa Surya Timur di TPS 004

e. Kota Pangkal Pinang

1) Kecamatan Bukit Intan
- Kelurahan Air Itam di TPS 001, TPS 007, dan TPS 009
- Kelurahan Air Mawar di TPS 002, TPS 003, dan TPS 004
- Kelurahan Pasir Putih di TPS 002
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- Kelurahan Semabung Lama di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS

004, TPS 005, TPS 007, TPS 008, dan TPS 010
- Kelurahan Sinar Bulan di TPS 006
- Kelurahan Temberan di TPS 003 dan TPS 004

2) Kecamatan Gabek
- Kelurahan Air Salemba di TPS 001 dan TPS 006
- Kelurahan Gabek Satu di TPS 005 dan TPS 006
- Kelurahan Jerambah Gantung di TPS 002, TPS 005, TPS 006,

TPS 007, dan TPS 008
- Kelurahan Selindung di TPS 001, TPS 002, TPS 004, TPS 005,

TPS 006, dan TPS 008
- Kelurahan Selindung Baru di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS

007, dan TPS 008

3) Kecamatan Gerunggang
- Kelurahan Bukit Merapen di TPS 001, TPS 003, TPS 007, TPS

011, TPS 012, dan TPS 013
- Kelurahan Bukit Sari di TPS 004, dan TPS 005
- Kelurahan Kacang Pedang di TPS 001, TPS 002, TPS 005, TPS

006, dan TPS 007
- Kelurahan Tua Tunu Indah di TPS 002, TPS 006, TPS 007, TPS

008, TPS 010, TPS 011, TPS 012, dan TPS 015
- Kelurahan Air Kepala Tujuh di TPS 006 dan TPS 009

4) Kecamatan Girimaya
- Kelurahan Batu Intan di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS

004
- Kelurahan Bukit Besar di TPS 001, TPS 002, dan TPS 005
- Kelurahan Semabung Baru di TPS 001, TPS 003, dan TPS 006
- Kelurahan Sriwijaya di TPS 005

5) Kecamatan Pangkal Balam
- Kelurahan Ampui di TPS 001, TPS 002, dan TPS 005
- Kelurahan Ketapang di TPS 001, TPS 002, TPS 004, dan TPS

006
- Kelurahan Lontong Pancur di TPS 002, TPS 003, dan TPS 008
- Kelurahan Pasir Garam di TPS 002, TPS 003, dan TPS 008
- Kelurahan Rejosari di TPS 001, TPS 002, dan TPS 005
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6) Kecamatan Rangkui
- Kelurahan Asam di TPS 004
- Kelurahan Bintang di TPS 002 dan TPS 004
- Kelurahan Gajah Mada di TPS 001 dan TPS 003
- Kelurahan Keramat di TPS 008 dan TPS 011
- Kelurahan Melintang di TPS 002
- Kelurahan Pintu Air di TPS 005 dan TPS 006

7) Kecamatan Taman Sari
- Kelurahan Rawa Bangun di TPS 004
- Kelurahan Kejaksaan di TPS 005 dan TPS 009

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya dalam

pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta

jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2024.

6. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus dilakukan

dalam tenggang waktu 60 ( enam puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan,

dan menetapkan serta mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa

harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan

Belitung untuk melaksanakan

sebagaimana mestinya;

Umum Provinsi Kepulauan Bangka 

putusan Mahkamah Konstitusi 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil­

adilnya ( ex aequo et bona). 
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